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PERATURAN  MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 15/Per/M.KUKM/XII/2009 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA 
KECIL DAN MENENGAH NOMOR 19/Per/M.KUKM/XI/2008 TENTANG PEDOMAN 

PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 
 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka memperluas kesempatan berusaha bagi 

masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif, perlu 
mengembangkan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh 
Koperasi yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku, agar masyarakat memperoleh manfaat dan 
kesejahteraan yang sebesar-besarnya. 

 

  b.  bahwa pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi 
yang semakin berkembang, sesuai dengan dinamika dan 
perubahan tatanan ekonomi dan sosial masyarakat, maka 
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, perlu 
dilakukan penyempurnaan. 

 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. 
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 

   2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan 
dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan 
Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3540); 

   3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran 
Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3549); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan 
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3591); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal 
Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3744); 

  6.  Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Peningkatan 
Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian; 

7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Perubahan 
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Negara Republik Indonesia; 

8. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Nomor 98/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Notaris 
Sebagai Pembuat Akta Koperasi; 

9. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Nomor 123/Kop/M.KUKM/X/2004 tentang 
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam rangka Pengesahan 
Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran 
Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten atau Kota; 

10. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Nomor 124/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Penugasan 
Pejabat yang berwenang untuk Memberikan Pengesahan Akta 
Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi 
di Tingkat Nasional; 

11. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Nomor 1/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan 
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi; 
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12. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Nomor 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman 
Umum Akuntansi Koperasi Indonesia; 

13. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Nomor 33/Per/M.KUKM/VIII/2007 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Republik Indonesia; 

14. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. 

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL 

DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA 
KECIL DAN MENENGAH NOMOR 19/Per/M.KUKM/XI/2008 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA 
SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI. 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 
19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan 
Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi diubah sebagai berikut : 
 
1. Ketentuan Pasal 5 ditambah satu ayat yakni ayat (7) berbunyi 

sebagai berikut : 
Pasal 5 

 
(7) Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian ditolak, 

pencairan modal awal pendirian KSP Primer dan KSP 
Sekunder dapat dilakukan oleh kuasa pendiri dengan 
melampirkan surat pejabat yang berwenang tentang 
penolakan pengesahan akta pendirian. 

 
2. Ketentuan Pasal 6 ditambah satu ayat yakni ayat (9) berbunyi 

sebagai berikut : 
 

Pasal 6 
 

(9) Dalam hal permohonan pengesahan perubahan Anggaran 
Dasar ditolak, pencairan modal tetap Unit Simpan Pinjam 
Koperasi dapat dilakukan oleh pengurus dengan 
melampirkan surat pejabat yang berwenang tentang 
penolakan pengesahan perubahan Anggaran Dasar 
Koperasi. 
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3. Ketentuan Pasal 40 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

 
Pasal 40 

 
(4) KSP dan USP Koperasi yang telah berdiri wajib 

menyesuaikan Anggaran Dasarnya sesuai dengan 
Peraturan ini dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) 
tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan ini.  

 
Pasal II 

 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.                 

 
 
Ditetapkan di  Jakarta 
pada tanggal 28 Desember 2009 

 
 

Menteri Negara, 
 
  
 
 

DR. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA. 
 


